Jakarta, 23 Maret 1981
Kepada 

Yth.
1. Jaksa Agung


2. Menteri Keuangan 


    di  


        J A K A R T A

SURAT – EDARAN

NOMOR  :  06/SE/1981

TENTANG

PERPANJANG BATAS USIA PENSIUN PEGAWAI NEGERI SIPIL 

YANG MEMANGKU JABATAN JAKSA

1. Dengan Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1981 telah ditetapkan perpanjangan batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan Jaksa yang tidak memangku jabatan eselon I atau eselon II sebagimana dimaksud dalam Pasal 4 ayat (2) huruf a dan b Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1979 tentang Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil;

2. Batas usia pensiun bagi Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan Jaksa yang tidak memangku jabatan eselon I atau eselon II tersebut adalah 58 (lima puluh delapan) tahun.

3. Keputusan Presiden tersebut berlaku mulai tanggal ditetapkan yaitu tanggal 19 Pebruari 1981.

4. Pemberhentian Pegawai Negeri Sipil yang memangku jabatan Jaksa yang tidak memangku jabatan eselon I atau eselon II yang telah dilakukan sebelum berlakunya Keputusan Presiden tersebut tetap berlaku.
Umpamanya :  
Seorang Jaksa bernama A HARYONO, S H NIP. 233006541 lahir tanggal 4  Januari 1925, pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor 59/JA/1980 tanggal 19 Nopember 1980 diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun terhitung mulai akhir bulan Januari 1981. Dalam hal demikian, maka pemberhentian Jaksa tersebut tetap berlaku.

5. Apabila surat keputusan pemberhentian dengan hormat dengan hak pensiun diterbitkan sebelum tanggal 19 Pebruari 1981, tetapi berlakunya setelah tanggal 19 Pebruari 1981, maka surat keputusan tersebut supaya dicabut yang bersangkutan diaktifkan kembali. Pemberhentian dengan hak pensiun dapat dipertimbangkan setelah ia mencapi usia 58 (lima puluh delapan) tahun.

Umpamanya :  Seorang Jaksa bernama MARTOJO, B A NIP. 239745309 lahir tanggal 5 Mei 1925, pangkat Penata Tingkat I golongan ruang III/d, dengan Keputusan Jaksa Agung Nomor 21/JA/1981 tanggal 16 Pebruari 1981 yang bersangkutan diberhentikan dengan hormat sebagai Pegawai Negeri Sipil dengan hak pensiun terhitung mulai mulai akhir bulan Mei 1981. Dalam hal yang demikian , surat keputusan Jaksa Agung tersebut supaya dicabut dan yang bersangkutan diaktifkan kembali/dipekerjakan terus sampai ia mencapai batas usia pensuin 58 (lima puluh delapan) tahun.

6. Ketentuan sebagaimana dimaksud dalam Keputusan Presiden Nomor 2 Tahun 1981, tidak berlaku bagi Pegawai Negeri Sipil dalam lingkungan Kejaksaan Agung yang tidak memangku jabatan Jaksa.

7. Apabila dalam melaksanakan Surat Edaran ini dijumpai kesulitan supaya segera ditanyakan kepada Kepala Badan Administrasi Kepegawaian Negara untuk mendapat penyelesaian.

8. Harap maksud Surat Edaran ini dilaksanakan dengan sebaik-baiknya.  
K E P A L A
BADAN ADMINISTRASI KEPEGAWAIAN NEGARA

ttd

A E  MANIHURUK

TEMBUSAN  Surat Edaran ini disampaikan dengan hormat kepada :

1. Bapak Presiden, sebagai laporan.

2. Ketua Badan Pemeriksa Keuangan.

3. Menteri Negara Penertiban Aparatur Negara.

4. Menteri/Sekretaris Negara, sebagai laporan.

5. Direktur Jenderal Anggaran Departemen Keuangan.

6. Direktur Perbendaharaan Negara.

7. Semua Kepala Kantor Wilayah Direktorat Jenderal Anggaran.

8. Semua Kepala Kantor Perbendaharaan Negara.

9. Semua Kepala Kejaksaan Tinggi.

10. Semua Kepala Kejaksaan Negeri.

11. Pertinggi  

